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BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 13TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN TAMBAHAN FENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA
LINGKUP FEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

A

9. Undang - Undang Nomor §& Tahlii m

BUPATI KOLAKA TIMUR,

bahwa untuk meninglatkan kinerja Aparaiur Sipil
Negara dalam rangka pelayanan kepads masyarakat,
maka, perlu diberikan tambahan penghasilan secara
propersional;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada hurul a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Keolzka Timur tentang Pedoman Tambahan
Penghasilan Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah
Kabupaten Kaolaka Timur.

Pasal 18 ayat [(6) Undang — Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang - Undeng Nomer 17 Takun 2003 tentang
Keuangan Negata (Lembaran Negara Republik Indonesia,
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara {Lembaran WNepara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Repuhblik Indonesia Nomor 4355};

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Perubentukan Peraturan Perundang - Undangan
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82) sebagaimana telah diubah dergan Undang -
Undang Normeor 15 Tahun 2019 tentang Perubazhan Atas
Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Ferundang - Undangan
[Lembaran MNegara Republilk Indonesia Tahun 2019
Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4539);
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10,

11.

12,

13.

14,

Sulawes Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5401};

Undang - Undang Nomeor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil MNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor &, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494};

Undang — Undang Nomor & Tahun 2014 Tentang Desa
(Lembaran Negara Republik I[ndonesia Tahun 2014
Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  {Lembuaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor $5B7] sebagaimana
telah diuba* dua kali dengan Undang - Undang Nomor @
Tahun 2015 tentang Perubahan Hedua Afas Undang —
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Diziplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negare Repubiik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indenesia Nomor 5135);

Feraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tcniang
Pedomarn Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Femerintah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4539);

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang

Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesie Tahun 2019
Nomor 77, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomur 6340);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Deerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nemor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilalan Kinerja Pegawal Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomer 77, Tambaban _embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007
tentang Pakalan Dinas Pegawai MNegeri Sipil Di
Lingkungan Departemenn Dalam Negeri Dan Pemerintah
Daerah sebagaimeana telah beberapa kall diubal:, terukhir
dengan Peraturan Mfmtam Dalhm Negeri Nomor & Tahun
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Menetapkan

15,

i6.

17,

18,

Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian
Dinas Pegawal Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen

‘Dalam Negeri Dan Pemcrintai Dacrah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indomesia Tahun 2013 Nomor 83}
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubehan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hulkum Daerah;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudavaan Nomor 4

Tahun 2016 tentang Alth Fungsi Sanggar Keglatan
Belajar Menjadi S8atuan Pendidikan Nenformal Sejenis;
Peraturan Badan Kepegawaian MNegara Nomor 24 Tahun
2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri
Sipil;

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21
Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangksat
Daerah Kabupaten Kolaka Timur sebapaimana telah
dinbah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018
tentang Organisasi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

PEDOMAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL
NEGARA LINGEUFP PEMERINTAH XKABUPATEN KOLAKA
TIMUR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;

1,
2.

Kabpaten adalah Kabupaten Kolaka Timnur;
Pemerintah Kabupaten adalah Pemcerintah Kabupaten
Kolaka Timur;

Bupati Adalah Bupati Kolaka Timur;

Tambahan Penghagilan Pegawal yang disingkat TPP
adalah Tambahan penghasilan vang diberikan kepada
Aparatur Sipil Negara diluar gaji pokok dan tunjangan
sesual peraturan perundang — undangan yang berlaku;
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profssi bagi pegawai negeri sipil, calon pegawai
negeri sipil dan pegewal pemerintah dengan perjanjiar
kerja vang bekerja pada instansi pernerintah;

Penilzian Prestasi Kerja adalah penilaian yvang diberikan
kepada ASK selama 1 (satu] bulan untuk mendapatkan
TPP;

Pakaian dinas adalah pakaian dinas bagi ASN sesual



5.

9.

Kehadiran adalah kewsjiban ASN menaati ketentuan
Jjam kerja sesuaf Peraturan perundang - undangan yang
herlalon:

Lembar kegiatan harian adalah output yang harus
ditv:lis bagi ASH setelan menyelesalkan pekerjaan-iya
dalam 1 (satu) hari aiau catatan yang ditulis karena
perjalanan dinas maupun cuti berdasarkan hari kerja;

10. Beban Kerja adalah TPP yang diberikan kepada ASN

berdasarkan prestasi kerjia dan beban lkerja;

11. Organisasi PFerangkat Daerah selanjutnya disingkat

OFD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintab Daetah
Kabupaten Kolaka Timur;

12. Cuti adalalr keadaan ASH tidak masuk kerja karcna

alasan tertentu yang dibuktikan denpan surat cuti;

13. Izin Belajar atau disingkat [13 adalah izin yang diberikan

kepada ASN guna menuntut ilmu dengan tidak
meninggalkan tugasnya dan atau ASN vang mengikuti
pendidikan dan pelatihan (diklat);

14. Tugas Bela‘ar atau disinglat TB adalah penugasan yang

diberikan oleh pimpinan atau pejabat yang berwenang
kepada ASN unfuk melanjutkan pendidikan kejenjang
yang lebih tinggi atau setara baik didalam negeri atau
diluar negeri;

15. Penjabat dan ateu pelaksana tugas Bupati Kolaka

Timur adalanh ASN dari Lembaga/Instansi da-i dacreh
lain yang diangkat menjadi BEupati Kolaka Timur sesuai
ketentuan perundang - undangan yang berlalar sampai
adanya Bupati Kolaka Timur definitif;

16. Penjabat Kepala Desa adalah ASN yang diangkat

menjadi Kepala Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten
Kalaka Timur sesuai ketentuan perundang — undangan
yang berlaku sampai acanya Kepala Desa definitif;

17. Atasan Langsung adalah ASN vang menduduli jabatan

sebagal Pejabal Pmpinan Tinggi Pratama sampai
dengan Pejabat  Pengawas  serla  mempunyai
kewenzngan untuk imenilai prestasi kerda, menilai

,pakaian dinas, kehadiran, lembar Lkegiatan harian

masing — masing ASN yvang ada dibawahnya;

18. Pelaksana iugas yang disingkat Plt adalah ASN yang

melaksanakan tugas tutin dari pejabat definitf yang
berkalangan tetap;

19. Tuntutan Pembendaharaan dan Tuntuntan Ganti Rugi

disinglzat dengan TP-TGR adalah pengenaan ganti
kerugian negara/daerah terhadap ASN yvang disehabkan
oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atan
melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya;

20. Laporan Harta Kelayaan Penyelenggara Negara



21.

22,

23,

24,

harta kelayaan secara eleklronik yang dilakuken oleh
penyelenggara negara Kepada Komisi Pemnberantasan
Korupsi-{KPK];

Barang Milik Daereh adalah semua barang yang dibeli
atau yang dipercleh atas beban Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan
lainnya yang sah;

Hukumsan disiplin adalah sanksi yang diberikan kepada
ASN karena melanggar kewsjiban dan larangan sesuai
peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Satuan FPendidiken Non Formal Sanggar Kegiatan
belajar yang disingkat SPNF Sanggar Keglatan belajar
adalah kelompok layanan pendidikan yang
menyelenggarakan program pendidikan Non Formal.

" . Pengelola TPP adalah Tim yvang dibentuk herdasarkan
keputusan peiabat dan mempunyai kewenangan
mengawasi dan memeriksa dokumen TPP dari setiap
OFD.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Pemberian TFP bertujuan :

a.

Meningkatkan kinerja dan prestasi kerja aparatur dan
kelembagaan;

Meningkaikan disiplin ASN;

Meninghkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
Meningkatlkan tertib administrasi pengelolaar Keuangan
dat aset daerah,

BAB III
PENERIMA DAN BUKAN PENERIMA TPP

Pagzsal 3

ASN penerima TPP, yaitu :

.

ASN yang aktif melakeanakan tugas dan fungsi OPD
Lingkup Pemerintah Kabupaten Xolaka Timur vang
menduduki  jabstan  pimpinan  tinggi, jabatan
administras{ dan jabatan fungsionat;

ASN yang menjebat sebagal Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama dan Pejabat Administrator (Eselon Iil/a) yang
telah melaporkan harta kekayaannya pada Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN):

. Laporar Earta Kekayaun Penyelenggara Negara (LHKPN)

sebagaimane huruf b dapat dibayarkan pada bulan
berileutnys dengan melampirkan bukti ikhtisar LHKPN;

ASN yang telah mengembalikan barang milik daersh
berdaserkan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan
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ABN yang tclah menggant] uang kerugian negara/dacrah
berdasarkan sidang TP-TGR dibuktikan dengan surat
tanda setoran,

ASN yang sedang mengangsur kerugian negara/daerah
berdasarkan sidang TP-TGR sesual besaran TPP yang
citerima setiap bulan dibuktikan dengan surat tanda
getoran;

ASN yang melaksanakan perjalanan dinas baik
perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah:

ASN yang melaxsanakan ¢utl tahunan, cuti sakit, cuti
karena alasan penting, cuti melahirkan serta ASN yang
melaksanakan izin belajar ([B) dan mengikuti pendidikan
dan pelatihan (Diklat);

ASN yarg pindah/mutasi dari pemerintah daerah atay
instansi lain ke Kabupaten Kolaka Timur berdasarkan
surat keputusan Gubernur/Kementerian/Lembaga;

ASN yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPTD
Puskesmas, Kepala Tata Usaha UPTD Puskesmas dan
Kepala SPNF Sanggar Xegiatan Belajar;

ASHM  yang merduduki Jjabatan guru vang tidak
mendapatkan tunjangan profesi guru ({sertifikasi] dan
dana tambahan penghasilan {nen sertifikasi);

Calon ASN yang telah diperhitungkan dalam APBD
Kabupaten Kolaka Timur tahun berjalan.

Pasal 4

ASN bukan penerima TPP, yaitu :

.

ASBN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
dan Jabatan Administrator (eselor Il/a) tetapi belum
melaporkan harta kekayaannva pada Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);

ASN yang masih menguasal barang milik daerah secara
tidak seh berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) dan/atau Inspektorat Kabupaten Kolaka
Timur;

. ABN yang belum mengpanti dan/stau mlengangsur

kerugian uang negara/daerah berdzsarkan hasil
keputusan Tim Majelis TP-TGR;

ASN yang pindah/mutasi dari Kabupaten Kolaka Timur
serta ASN Titipan dari Pemcrintah Daerah ke Daerah lain
dan/atan  sehaliknya berdasarlan surat keputusan
Gubernur/Kementerian /Lembaga:

- ASN darl daerah/instansi lain yang diangkat menjadi

Pelaksana fugas (Fltf] dan/atau menjadi Penjabat (1)
Bupati Kolaka Timur;

ASN vang dipekerjakan dan/atau diperbantukan di
Kementerian dan/atau Lembaga Non Struktural scrta
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menjadi pgjabat komisioner;

g. ASN vang dijadikan tersangla karena diduga melalaukan
tindalk pidana dan ditahan berdasarkan surat
penahanan yang dikeluarkan oleh aparat penegak
hukum;

h. ASN yang diangkat dan dilantik mnenjadi Kepala Desa
dan ASN yang menjadi penjabat (Fj) Kepala Desa;

i, ASBN yang diberhentikan dengan hormat dan tidak
dengar hormat;

j. ASN yang diberikan hukuman disiplin berdasarkan
peraturan perundang — undangan yang berlaku, diatur
sebagal berikut :

1. Hukuman disiplin tingkat ringan tidak dikerixan TPP

- gelama 1 (satu) bulan;

2. Hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan TPP
selama 2 (dua) bulamn,

3. Hulkuinan disiplin ting<at berai [penuranan pangkat
selama 3 (tige) tahun, pcmindahan dalam rangka
penurunan jabatan setingkat lebih rendah dan
pembebasan jabatan) tidak diberikan TPP selama 3
(tiga) bulan;

k. ASN yang menduduki jabatan fungsional guru yang telah
mendapatkan tunjangan profesi (sertifikasi dan nion
sertifkasi) dan pengawas sekolah;

1. ASN yang cuti besar, cuti diluar tanggungan Negara
(CLTN), melaksanakan tugas belajar [TB) serta ASN
varlg menjalani masa persiapan pensiun (MPF).

BARB IV
PENILAIAN TPP

Fasal 3
Penilaian TPP terdir atas:
a. Prestasi kerja; dan
k. Beban Xerja.

BAB V
PRESTASI KERJA DAN BEBAN KERJA

Bagian Kesatu
Prestasi Kerja

Pasal 6
Komponen Penilalan Prestasi kerja sebagaimana dimaksud
dalam pasal 5 huruf a, meliputi :
&. Penilaian Prestasi ketja dengan bobot 100 % yang
terdiri dari :
a] Rekapitulasi Kelengkanan Pakaian dinas bobotniva



b) Kehadiran untuk melakukan abscn pagi dan apel
pagi serta absen sore dengan apel sore sebesar 40%
(empat puluh persen);
c) Lembar kegiatan harian bobotnya sebesar 40%
(empat puluh persen).
b, Komponen sebagaimana dimaksud dalam pasal ©
huruf a adalah Penilaian Prestasi Kerja bagl ASN
untuk menerima besaran TPP selama 1 (satu] bulan.

Baglan Kedua
Becban Kerja

Pasal '/
Penilaian Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal

" 5 huruf b meliputi :

a. Prestast Kerja yang berpedoman pada ketentuan pasal
6 dan Beban kerja yang melampaui beban kerja
normal;

b, Behan kerja schagaimana dimaksud pada huruf a
ditujuitan kepada Inspeltorat karena tupas pokok,

, flungsi dan tanggung jawabnys sebagali :

1] perumusan kebijakan teknis bidang penpawasan
dan fasilitas] pengawasan;

2) Pelalisaraan pengawasan infernal melalui audit,
reviu, evaluasi, pemantauan, asistensi dan
kegiatan pengawasan lainnya;

3] Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu
atas penugasan Bupati;

4) Penyusunan laporan hasil pengawasai;

5} Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati
terkait dengan tugas dan fungsinya dan/atau
sesual ketentuan perundang - undangan,

c. Beban kerja sebagal akibat tugas polkok, fungsi dan
tanigetng jawab [nspektorat sebagaimana dimaksud
pada huruf b diberikan tambahan TPP.

Pasal 8

Penilaian Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal

5 huruf b meliputi :

a. FPrestasi Kerja yang berpedoman pada ketentuan pasal
6 dan Beban kerja yang melampaui beban kerja
normal;

L. Beban kerja sebagaimana dimsksud pada huruf a
ditujulcan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah (EPKPD] karena tugas pokok,
fungsi dan langgung jawabnya sebagai Bendalara
Umum  Dacrah, Pengelola Keuangan  Daerah,
Penegelolaan Fendavatan Daerah serta Pembantu



Beban kerja sebagai akibat tugas pokok, fungsi dan
tanggung jawab Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah (BFKPD) sebagaimana dimaksud
pada huruf b diberikan tambahan TPP,

Pasal 9

Penilaian Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal
5 huruf b meliputi :

f.

Prestasi Kerja yang berpedoman pada ketentuan pasal
6 dan Beban kerja yang melampaul beban kerja
normal;

Beban kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a
ditujnkan kepada ASN yang diberiken tugas tambahan
sebagal Kepala UPTD Puskesmas dan Kepala Tata
Usaha Puskesmas;

Beban kerja Kepala UPTD Puskesmas scbagaimana
dimaksud pada huruf b karena tugas pokok, fungsi
dan tanggung jawabnya adalah menyusun rencana
pelaksanaan kegiatan, memimpin dan membina ASN
vang bekerja d. Puskesmas, melakukan pengawasan,
mengadakan koordinasi, memonitor, mengevaluasi
serta  melaporkan, memberikan pelayanan dan
mengelnla Anggaran;

Beban kerja Kepala Tata Usaha UPTD Fuskesmas
sebagaimuana dimaksud pada huruf b karena rugas
pokok, fungsi dan tanggung jawabnva adalah
merencanakan kegiatan pada Tata Usaha Puskesmas,
membagl tugas Administrasi, membimbing bawahan
bagian administrasi, memeriksa hasil administrasi,
menyusun Japoran tahunarn, mengadakan pengawasan
dan pengendalian, mengevaluasi hasil kegiatan
administrasi, melaporkan hasil kegiatan dan
melaksanakan tugas lain; dan _

Beban kerja sebagai akibat tugas pokok, fungsi dan
tanggung jaweb Kepala UPTD Puskesmas dan Kepals
Tata Usaha UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud
pada huruf ¢ dan huruf d diberikan TPP yang setara
dengan jabatan pengawas atau pejabat struktura’
eselon [V,

Pagal 10

Penilaian Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal
S lmruf' b meliputi :

a.

Prestasi Kerja yang berpedoman pada ketentuan pasal
6 dan Beban kerja yang melampaui beban xeria
normal;

Beban kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a

ditujukarn kepada ASN vang diberikan tugas tambahan



c. Beban kerja Kepala SPNF Sanggar Kegiatan Belajar
sebagaimana dimaksud pada huruf b karensz tugas
pokolk, fungsi dan tanggung Jjawabnya adalah
memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan,
dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan
nenformal di lingkungan &PNF Sanggar Kepgiatan
Belajar;

d. Beban kerja sebagai akibat tugas pokok, fungsi dan
tanggung jawab Kepala SPNF Sanggar Kegiatan Belajar
sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan TPP
yvang sefara dengan jabatan pengawas atau pejabat
struk:ural eselon [V.

BAB VI
PENGANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR
SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN
KOLAKA TIMUR

Pasal 11

1. Tambghan Pecnghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN sesual
dengan kemampuan keuangan daergh;

2. Tambahan Penghasilan Pegawal (TPP) dianggarkan
delam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
{APBD)] dengan Mata Anggaran Tambahan Penghasilan
Berdasarkan Beban Kerja dengan kode rekening
4.05.01.01,5.1.1.02.01,

BAE VII
BESARAN PEMBERIAN TPP ASN

Pasal 12
Penetapan Besaran TPF yang akan diberikan kepada ASN
dietur tersendiri dalain peraturan bupati.

’ BAR VI
TATA CARA PENILAIAN TFP DAN PENTLAIAN FRESTAS]
KHEE.JA

Bagian Pertama
Tata Cara Penilaian TPP

Pasul 13
1. Penilaian TPP dalam 1 (satu) bulan dikitung
berdasarkan jumlah hari kerja riil;
2. Perhitungan nilai TPP berdasarkan indikator Prestasi
Kerja diatur sebagai berilout:
a) Rekapitulasi Kelengkapan Pakaian dinas bobotnys

ealacar TN (Adiva oarte Tl esenae s



L) Kehadiran untuk melakukan absen pagl dan apel
pagi serta absen sore denpan apel sore sebesar 40%
(empat puluh persen);

c] Lembar kegiatan harian bobotnya sebesar 40%
fempat puluh persen}.

Format penilaian prestasi kerja tercantum pada

lampiran Peraturan Bupati ini,

Bagian Pertama
Tata Cara Penilaian Prestasi Kerja

Pasal 14
Penilaien Prestasi Kerja ~ Sekretaris  Daerah
berdasarkan persetujuan dari Bupati;
Penilaian Prestasi Kerja Staf ahli Bupati, Asisten,
Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Satuan PolPPF,
Inspektur, Sekretariat DPRD berdasarkan persetujuan
dari Sekretaris Daerah;
Penilaian  Prestasi Kerja Camat  berdasarkan
parsetujuan dari Selretaris Dacrah;
Penilajan Prestasi Kerja Kepala Bagian Sexretariat
Daerah berdasarkan persetujunan dari Asisten sesuai
jalur koordinasi;
Penilaian Prestasi Kerja Direktur Rumah Sakit Umum
Daerah  berdasarkan persetujuan dari Sekretaris
Daeral;
Penilaian  Prestasi Kegja Lurah  berdasarkan
persetujuan dari Camat;
Penilaian Prestasi Kerja Kepala UPTD berdasarkan
rersetijuan dari atasan langsung masing-inusing;
Penilaian Prestasi Kerja bagl Pejabat Administrator,
pejabat  pengawas, pejabat pelaksana, Pejaba*
Fungsional yang bekerja pada Sekretariat, Dinas,
Badan, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan
UPTD berdasarkan persetujuan oleh atasan langsung
secara berjenjang;
Fenilaian Prestasi Kerja ASN yang diberi tugas
tambanan sebagai Kepala UPTD Puskesmas, Kepala
Tala Usaha UPTD Puskesmas dan ASN yvang diberi
tugas tambahan sebagai Kepala SPNF  Sanggar
Kegiatan Belajar berdasarkan persetujuan oleh atasan
‘langsung secara berjeniang;

10, Penilaian Prestasi Kerja ASN yang ditempatksn pada

tata usaha pada satuan pendidikan dan ASN vang
menduduld jabatan guru yang tidalt mendapatkan
tunjangan profesi  guru  (sertifikasi) dan dana
fambahan penghasilan {non sertifikasi) berdasarkan



Pasal 15
ASN yang telah dihitung jumlah besaran TPPnya sesuai
penilaian prestasi kerja akar tetapi tidak ada atasan
langsung untuk memberikan persetujuan sebagaimana
dimaksud pada pasal 14 [empat belas), maka persetujuan
dapat  dilakukan oleh ASN yang ditunpule menjadi
pelaksana tigas {Pl}.

BAB IX
PAKAIAN DINAS, KEHADZ.RAN DAN LEMBAR KEGIATAN
HARIAN

Bagian Kesatn
Paltaian Dinas

Pasal 16

I. Pakaian dinas hagi ASN adalah pakaian dinas yang
digunakan dihari kerja besertz atributnya;

2. Sctiap akhir bulan pakaian dinas wajib di Koreksi dan
disetujui oleh atasan langsung masing — masing;

3. Format rekapitu'asi pakatan dinas  sebagaimana

" dimaksud tercantum pada lampirean peraturan bupati

Ini.

Pasal 17

Pakzian dinas bagi ASN yang telah di koreksi setiap akhir

bulan dan telah disetujui cleh atasan langsung masing —

masing adalah sebagad berikut :

a. Pakaian dinas Sekreturds Daerah  berdasarkan
persetajuan dari Bupati;

b. Pakaian dinas Staf ahli Bupati, Asisten Sekretaris
Daerah, Sekretaniat DPRD, Kepala Dinas, Kepala
Badan, [nspektur, Kepala Satuan PolPFP berdasarkan
persetujuan dari Sekretaris Daerah;

c. Pakaian dinas Kepala Bagian Sekretariat Daera’
berdasarkan persetujuan dari Asisten sesuai jalur
koordinasi;

d. Pakaian dinas Camat dan Direktur Rumah Sakit
Umum Dseersh berdasarlkan persetuiuan  dari
Sekretaris Daerah;

g. Pakalan dinas Lurah Dberdasarkan persetujuan dari
Camat;

f. Pakaian dinas Kepala UPTD herdasarkan persetujuan
dari atasan langsung masing-masing;

¢, Pakaian dinas pejabat administrator, pejabat
pengawas, prjabal pelaksana dan pejabat fungsional
vang bckerja pada  Schkretariat, Dinas, Badarn,



berdasarkan persetujuan Kepala OPD/Kepala Unit
kerja masing - masing;

h. Pakaian dinas ASN wyang diberi tugas tambahan

i,

sebagai Kepala JPTD Puskesmas, Kepala Tata Usaha
UFTD Puskesmas dan ASMN  vang diberi tugas
tarnbahan sebagai Kepala SPNF Sanggar Kegiatan
Belajar berdasarzan persetujuan atasan langsung
socara berjenjang;

Faxzaian dinas ASN yang ditempati<an pada tata usasha
pada satuan pendidikan dan ASN yang menduduki
JJabalan guru yang tidak mendapatkan tunjangar
profesi  guru (scrtifikasi] dan dana tambahan
penghasilan {non sertifikasi) berdasarkan persetujuan
dari Kerala Sekolah masing - masing.

Pas=zl 18

Eekapitulasi pakaian dinas yang telah dibuat akan tetapi
tidak ada pejabat untuk  mendapatkan persefujuan
sebagaimana dimaksud pada pasal 17 (tujuh belas), maka
persetujuan dapat diberikan coleh ASN wyang ditunjuk
menjadi pelaksana tugas (Plt).

Bagian Keduna
Kehadiran

Pasal 19
Kehadiran setiap OPD terdiri cari sistem daftar hadir
elektronilic dan absen manual apahila belum memliki
sistern daftar hadir elektrontk, pelaksanaan upacara
seliap harl Senin serta pelaksanaan apel pagl dengan

apel sore;
Setiap akhir bulan kehadiran harus di koreksi dan
disetujui oleh arasan langeung masing - masing

termasuk ASN yvang melaksanaxan perjalanan dinas
dalam daetrah, luar Daerah, Cuti serta Izin Belajar
dengan melampirkan bukti surat;

Kehadiran Sekretaris Daerah yang telah direkapitulasi
dalam | [satu) bulan berdasarkan persetujuan Bupati;
Kehadiran pejabat pimpinan tinggi pratama [eselon
I1I/b) yang telah direkapitulasi dalam 1 [satu) bulan
berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah;
Kehaciran Kepala Bagian  Selwretariat  Daerah
berdasarkan persetujuan dari Asisten sesuai jalur
koordinasi;

Kehadiran Camat dan Direktur Rumah Sakit Umum
Daerah berdasarkan persetujuan dari Sekretaris
Daerah:



pejabat pelaksana, pejabat fungsional vang bekerja
pada Sekretariat, Dtinas, Badan, Ingpektorat, Satuan
Palisi  Pamong  Praja dan  UPTD  berdasarkan
persetiyjuan Kepaia OPDfKepala Unit kernja masing -
masing;

9, Kehadiran ASN vang diberi tugas fambahan sebapgai
Kepala UPTD Puskesmas, Kepala Tata Usaha UPTD
Puskeamas can ASN yang diberi tugas tambahan
sebagal Kepala SPNF 3anggar Kegiatan Belajar
berdasarkan persetujuan  atasan  langsung  secara
berjenjang;

10. Kehadiran ASN yang ditempatkan pada tata usaha
pada satuan pendidikan dan ASN vang mendudulki
jatatan guru vang tidak mendapatkan tunjangan
profes:  gurt  (sertifikasi) dan dana tambahan
penghasilan {non sertifikasi] berdasarkan persetujuan
ilari Kepala Sekolah masing — masing.

Pasal 20
Rekapifulasi kehadiran yang telah dibuat akan tetapi tidak
ada pejabztsuntuk mendapatkan persetujuan sebagaimana
dimaksud pada pasal 19 (sembilan belas), malea
persetujuan dapat diberikan oleh ASN yang ditunjuk
menjadi pelaksana fiigas (Pli).

Bagian Kedua
Lembar kegiatan harian

Pasal 21

1. Setlap ASN harus menulis lembar kegiatan harian
setiap hari kerja;

2. Lembar kegiatan harian wajib di isi berdasarkan tugas
pokok dan fungsi atan tugas tambahan masing -
masing termasuk ASN yang melakukan perjalanan
dinas, cuti dan izin belajar; _

3. Jetiap akhir bulan ‘embar kegiatan harian wajib di
Koreksi dan disetujui oleh atasan langsung masing -
masing;

4, Format Lembar lkegiatan harian sebagaimana
dimaksud tercantum pada lampiran peraturan bupari
1ni.

Pasal 22
lembar lkegiatan harian ASN vang telah di Koreksi dan
disetujuil dalam 1 (satu) bulan oleh atasan langsung
maging - masing adalah sebagai berikut :
2. lembar kegiatan harian Sekretaris Dasrah berdasarkan
persetujuan dari Bupat;
bh. Lemhar kegiatan harian Staf ahli Bupat!, Asisten



Kepala Badan, Inspektur, Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja berdasarkan persetujuan dari Sekretaris Daerah;

c. Lembar kegiatan harian Kepala Bagian Sekretariat
Daerah berdasarkan persetujuan dari Asisten sesuai
jalur koordinasi;

d. TLembar kegiatan harian Camat dan Direktur Rumal
Sakit Umum Daerah berdasarkan peractujuan dari
Sekretaris Daerah;

e, Jembar kegiatan harian Tuarah herdasarkan tanda

. persetujuan dari Camat;

f. Lembar lkegiatan narian Kepala UPTD berdasarkan
persetujuan dari Kepala OPD masing-masing;

g. Lembar kegiatan harian bagi pejabat administrator,
pejabat pengawas, pejabat pelaksana, pejabat
fungsional vang bekerja pada Sekretariat. Dinas,
Badan, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan
UPTD berdasarkan persetujuan cleh atasan angsung
secara berjenjang;

h. Lembar Lkegatan hanan ASN yang dikerl tugas
tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas, Kepala
Ta‘a Usaha UPTD Puskesmas dan ASN yvang diberi
lugas tambahan sebagai Kepala ESPNF  Sanggar
Kepiatan Belgjar berdasarkan persetujuan  atasan
langsung secara berjenjang;

i. " lLembar Kegiatan Harian ASN yang ditempatkan pzsda
tata usaha pada satuan pendidikan dan ASN vang
menduduki jabatun guru yang tidak mendapatkan
tunjangan profesi guru (sertifikasi) dan dana tambahan
penghasilan [non sertifikasi} berdasarkan persetujuan
dari Kepala Sekolah masing — masing.

Pasal 23
Lembar kegiatan harian yang telah dibuat akan tetapi

tidak =ada pejabat untuk mendapat<an persetujuan
sebagaimana dimaksud pada pasal 22 (dua pulah cual,
maka persetujuan dapat diberikan cleh  ASN yang
ditunjuk menjadi pelaksara tugas (Ph).

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN TPP

Pasal 24
1. Kepala OFD dan satuan kerja herkewajiban
melakukan pemeriksaan atas  kelengkapan dan
kebenaran dokumen pendukung vang dipersyarathkan

sesuai pasal 3 dan pasal 4
2. Penyetcsran fmkumen TF'P ke BKPSDM paling lambat
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diberikan di hari berikutnya;

Pembayaran atau Pencairan Tambahan Penghasilan
Pegawal [TPP}] ASN dilakukan 1 (satu] kali setiap
bulan.

Pasal 25

Adapun susunan dokumen TPP yvang harms dikirim ke

BKP3DM adatah sebagai berilnit :

&. Surat  Permohonan  Pembayaran  Tambahan
Penghasilan Pegawal (TPP), adapun formatnya
tercantum dalam lampiran neraturan bupati i

B, Burat Permnvatasn Tanggung Jawab Mutak
(SPTJM), adapun formatnoya fercanturn  dalam
lampiras peraturan bupati int;

c. Daftar permintaan pembayaran TPP Untuk Masa
Waktu 1 (Satu) Bulan, adapun formatnva
tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini;

d. Rekapitulasi kehadiran untulc masa walctv 1 {satu)
bulan;

e, Lembar pakajan dinas untuk masa waktu 1 [satu)
pulan;

f. Lembar Penilaian Prestasi Kerja untuk masa waktu
1 (satu] butan;

g. Lembar kegiatan harian untulz masa waldtu 1 {satu)
ulan;

h. Surat Cuti dan surat izin belajar, bilamana ada
ASH yang cuti dan 1zin belajar untuk masa waktu )
=atu) bulan;

1. Surat Perintah Tugas [3FT], bilamana ada A3N
yang melalkukan perjalanan dinas untuk masa
waltu 1 {satu) bulan.

" Seholum dikirim ke BEKPSDM haris membuat tanda

terima dokumen TPF sebanyak 2 {dua) rangkap;

Dokumen T2P yang telah " disusun sesuai urutan

se’nﬂgai?:na_na angka 1 {satu)] diatas, tidak digandakan

serta dijilid scbelum dilalultan pemeriksaan oleh tim
pengelela TPP;

Dokumenr TPP yang dinyatakan lengkap oleh tim

pengelola TPP, mala harus disusun dengan urutan

sedagal berzkut :

a. Surat Permchonan  Pembavaran  Tambahan
Penghasilan Pegawal (TITY;

b. Surat Pernyaraan Tanggung Jawab Mutlak
(SPTJIM);

¢. Daftar permintaan pembayaran TFP Untuk Masa
Wakiu 1 (Satu) Bulan;

d. Rekapitulasi kehadiran untulk masa walktu 1 [satuy)]



e. lembar pakaian dinas untuk masa waktu 1 [(sar)
bulan: :

f. Lembar Penilaian Prestasi Kerja untuk masa waktu
1 (satu) bulan;

j. Lembar kegiatan harian untuk masa waktu 1 [satu)
bulan; .

k. Surat Cutl dan surat izin belajar, bilamana ada
ASN vang cuti dan izin belgjar untuk masa waktu 1
(satu) bulan;

1. Surat Perintah Tugas (3PT] dan dokumentasi,
bilamana ada ASN vang melakukan perjaianan
dinas untuk masa walktu I (satu)] bulan;

m. Lembar Koreksi, adapun formatnya tercantum
dalam lampiran peraturan bupati ini;

Dokumen TPF yang telah Jisusun dengan urutan

sebagaimana angka 4 (empaf) diatas lalu dokumen

aslinya digandakan sebanyak 1 (satu) rarngkap serta
dijilid dan diberikan kepada BKFSDM;

Adapun warna jilid bagi OPD adalah sebagai benkut ;

a. Sekretariat Daerah dan Sekretariar DPRD jilidnya
warna merah;

b. Badan, Dinas dan lnspektorat jilidnya wama biru;

c. Rumah Sakit Umum Daerah, dan UPTD jilidnya
warna putih;

d. Tata Usaha Sekolali dan ASN vang menduduki
jabatan guru yang tidalc mendzpatkan tunjangan
profesi guru (sertifikasi]) dan dana tambahan
penghasilan (non sertifikasi) jilidnya warna hifau;

¢. Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan jilidnya
warna kuning.

Pasal 26

BKPSDM Kab. Kolaka Timur bertugas : -

1.

2.

Meneritra dokumen TPP setiap OPD dan melakukan
FPrmevilksaan;

Mengembalikan dolumen TFP dari setiap OFPD untuk
diptrbaiki apabila ada kesalahan dan menginput

.daftar permintaan apabila dokumer dinyatakan

lengkap;

Menerbitlkan Surat Perintah Membayar [(SPM] dan
Surat Parsediaan Permintaan {SPF);

Menyerahkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan
Surat Persecdiaan Permintaan (SPP) ke Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
(BPKPD) Kab. Kolake Timur bescrte penggandaan
dokumen TPP;

Menyverghlzan daftar rekapitulasi nama - nama ASN



. Pasal 27

Radan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

[BEKFIY) Kab. Kalaka Timur bertugas :

1. Menerima Surat Perintah Membayar (SFM) dan Surat
Persediaan Permintazn (SPP) dari BKPSDM Kabupalen
Kolaka Timur beserta penggandaan dokumen TPP
setiap OPD;

2. Menghitung jumlah dokumen TPP setiap OPD dan
total pembayaran  berdasarkan Surat  Perintah
Membayar (SPM) dan Surat Persediaan Permintaan
(SPP);

3. Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D;;
dan

4, Memposting Surat Perintali Pencairan Dana (SF2D) di
Banlk Sultra,

Pasal 28
Bank Sultra Cabang Kab. Kolaka Timur bertugas :
1. Menerima daftar rekapitiulasi nama — nama ASN setta
cek dari BKPSDIM,;
4. Mentransfer nominal TPP setiap ASN scsual Daftar
permintaan pembeyaran; dan
3. Menverahkan Tanda Bukt Setoran pada BKPSDM.

Pasal 29
ABN yang ditunjuk menjadi pelaksana tugas (Plt) sebagai
Kepala OPD/Kepala Unit Kerja dapat menandatangsni
sura: Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP),
Surat Pernyatsan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan
Daftar Permintasn TPP Untuk Masa Waktu 1 (Satu) Bulan.

BAR XI
TATA CARA PEMBAYARAN TPP
ASN YANG DIANGKAT DAN DILANTIK MENJADI PEJABAT
STRUKTURAL DIUNIT KERJANYA, ASN YANG
DIBEBASKAN DARI JABATAN STRUKTURAL, ASN YANG
DIANGKAT MENJADI PELAKSANA TUGAS (PLT), ASN
YANG PINDAH/MUTAS] KEUNIT KERGA LAIN, ASN YANG
CUTI DAN IZIN BELAJAR

Bagian Pertama
Tata Cara Pembayaran TPP
ASN Yang Diangkat dan Dilantik Menjadi Pejabat
Struktural di Unit Keganya

Pasal 30
1. ASN yang diangkat menjadi pejabat struktural diunit



diberkan dan/atau dibayarkan sesual jabatan vang
telah dilantik;

2. ASHN yang diangkat menjadi pejabat strulstural diunit
keranya dan dilantik dan tanggal 17 [tujuh Gelas)
sampdl dengan tanggal 31 [tiga pulul satu), TPF ASN
tersebut masih di berizan dan/atau dibavarkan
sesuai jabatar lamanya.

Bagian Kedua
ASN Yang Dibebaskan Dari Jabatan Struktural

Pasal 31
1. A3SN yang dibebaskan dari Jabatan Strukiural

dimulai dar tanggal @ {satu] sampai dengan tanggal
16 (enam belas), TPP ASN tersebut tidak lagi
diberikan dar/atau  dibayarkar sesuai dengan
jabatan strukturalnva;

2. ASN yang dibebaskan dari Jabatan Struktural
dimulai dari tanggal 17 {fujuh belas) sampai dengan
tanggal 31 (tiga puluh satu), TPP ASN tersebit mesih
di bayarkan sesuai jabatan strukturalnya.

Bagian Ketiga
ASN Yang Diangkat Menjadi Pelaksana Tugas (Plt)

Pasal 32
ASN yang diangkat menjadi Pelaksana tugas (Plf} jabalan
Pimpinan Tinggi Pratama, jabatan Administrator dan
Jabatan Pengawas besaran TPPnya dihitung berdasarkan
jabatan definitifnya.

Bagian Keempat
ASN Yang Pindah/Mutasi Ke Unit Kerja Lain

Pasal 33

1. ASN Yang Pindah/Mutasi Ke Unit Kerja Lain adalah
ASN yang pindah/mutesi dari satu OPD ke OFD
herikutnya dan bukan ASN yang pindah/mutasi di
pemerintah daerahb lain dan/atan instansi vertikal:

2. ASN Yang Pindah/Mutasi Ke Unit Kerja Lain dari
tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 16 (enam
belas), TPP ASN tersebut diberikan dan/atau di
bayarkan diunit kerja yang ditempati;

3.  ABN Yang Pindah/WMutasi Ke Unit Ker'a Lain dari
tanggal 17 {tujuh belas} sampal dengan tanggal 31
(tga puluh satu), TPFP ASN tersebut masih di
diberikan dan/atau dibayarkan diunit kerja sebelum
vindah.



Bagian Keenam
ASN Yang Cuti Dan [zin Belajar
Pasal 24

L.  ASN vang cuti dan izin belajar dapat diberikan
Tambahan Penghasilan Pegawai (TFP); _

2. Cuti yang dapat dibcrikan Tambabean Penghasilan
Pegawai (TPF) sebagaimana dimaksud pada anglka 1
{satu) diatas adalah cuti tahunan, cu*t sakit, cuti
karena alasan penting dan cufi meahirkan;

3. Cuti bersama, cull besar dan cuii diluar langgungan
negara dan ASN yang melaksanalan tugas belajar

Frelnlr rAihoralrns Tavmhale e Pavrbinoilam Pamasrrail
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(TPE);

4, . ASN vang cuti sebagaimana dimaksud pada angka 2
(dua] diatas dan izin belzjar, perhitungan TPP pada
format penilaian  prestasi keria  untuk  kolom
kehadiran dihitung hadir, kelengkapan Pakaian dinas
dan lembar kegiatan harian tidak dihitung,

BABE XIII
KETEMTUAN LATN — TATN

Pasgal 35
Pegawal Pemerintah dengan Perianjian Kerja (PPPK) dapat
diberikan TPP apabila telah disetujui oleh Bupali Kolaka

Timur dan tsleh diperhitunglien delam APBD fzhun

IR L AN A ALk kAl ey

berjalan,

Pasal 36
ASN yang menducuki jabatan gura yang tidak
mendapatkan tunjangan profesi guru (sertifikasi) dan dana
tammbahan penghasilan (non sertifikasi) diberkan TPP
terhitung mulai Bulan Juli 2020,

nal X1y

PENUTUE

Pasal 37
Dengan berlaliunya Peraturan Dupati ini, maka Peraturan
Bupati Kelaka Timur Nomoeor 47 Tahun 20198 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawal Kepada Pegawai Neperi
Sipill Daerah dan Calon Pegawai Neger Sipil Tasrah
Limgkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dicabut dan

Adirmvarairam Mol hoawlalaa
anlyaicainail OIS Oukudaiia.
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Pasal 38
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 02 Maret 2020.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam berita daerah Kahupaten Kolaka
Timur.

Ditetapkan di Tirawuta,
pada tanggal, 18 o 2020

AEIPEIETH

BUPATI TIMUR,

Teasat, lateunn H. TONY HERBIANSYAH

Diundangkan di Tirawuta
pada tanggal , 2020

SERRETARIS DAERAH
KABUPATE LAKA TIMUR,

KO SANTOSC BUDIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR



Lampiran Peraturan Bupati  Kcolaka
Timur
Nomor Talhun 2020
Tentang Pedornan Tambahan
Penghasilan Aparatur Sipil
Negara Lingkup Pemerintah
Kabupaten Kolaka Timur
Format Penilaian Prestasi Kerja
KOF OPD
PEJABAT PENILAI
PANGEAT /GOL.
PEJABAT YANG DINILAI
PANGEKAT/GOL.
HASIL
INDIKATOR BOEOT RUMUS TPP PERHITUNGAN
TPP
1 2 3 4
Jumlah hari
kelengkapan .
rekapitulasi pakafan diras 20 pakaian I—Iasbﬂ mmu{}gp
dinas/jumlah hari | T "SR 1E
leerja x bobot

Kehadiran untuk
melakukan ahsen pagi dan

Jumlah kehadiran

Hesil rumus 1T2P

apel pagi serta absen scre 40 X bobot x besaran TPP
dengan apel sore
. lapuran kega .
Lembar kegiatan harian 40 harian / jumlah Haiﬂ rumu?glljl:‘
_ " hari kerja x bobet | % PEsaran
Total 100 5= e
PPhal Rp e,
Jumlab v
diterima Rp. ..
Tirawuta , 20xx

Pejabat Penilai




Lampiran . Peraturan Bupati Kolaka Timur

Nomor : Tahun 2020

Tentang ¢ Pedoman Tambahan Penghasilan
Aparatur Sipil Negara Lingkup
Pemerintah Kabupaten Kolaka
Timur

Format pakaian dinas
KOP OPD

———
Rekapitulasi Pakaian dinas

BULAN :

Nama Keteranpan
2 3

L | B (B0 [ BT b2 |00 | BD | B 00 | | Bl [t | | o [t | o | gt | bt |t et | s =

Tirawuta , 20xx



Lampiran : Peraturan Bupati Kolaka Timur
' Nomor : Tahun 2020
Tentang : Pedoman Tambahan
Penghasilan  Aparatur Sipil
Negara  Lingkup Pemerintah
Kabupaten Kolaka Timur

Format lembar kegiatan harian
KOP OFPD

LEMBAR KEGIATAN HARIAN
e R e

Bulzan ;

Jabatan : (wajib di isi sesuai SK pangkat terakhir atau SK jabatan teralhir
sesuai anjab)

No. | Hari/ tanggal URAIAN KEGIATAN OUTPUT Ket.

2 3 4 S

Tirawuta , 2050
Atasan langsung
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Forwat Permintaan Pembayaran TPP Untuk Masa Waktn 1 (Satu) Bulan

Lampiran : Peraturan Bupati Kolalka Timur
Nomor : Tahun 2020
Tentang : Pedoman Tambahan

Penghasilan Aparatur Sipil
Negara Lingkup Femerintah
Kabupaten Kolaka limur

COP OFD
Bulan
Tahun
MILAI
] PERHITUNCGAN JUMLAH
Ng. vama BESARAN TPF (Ep.) TPP DARI PFh21 DITERI Nomor relening Bank SULTRA
PRESTASI RIMA (Rp.)
ERJA
1 2 3 4 2 ¥] 7
] A
2
3
TOTAL & Rp. Rp. Rp. )
| _PEGAWAI: |“P-
Tirawuta , 20xx

Kepala OPD



Lampiran : Peraturan Bupati Kelaka Tinur

Nomar : Tahun 20230

Tentang : Pedoman Tambahan
Penghasilan Aparatur Sipil
Negara Linglkup Pemerintah
Kabupaten Kolaka Timur

Format surat Permohonan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawaj.

KOF OFD

. Kepada
Nomor : Yth, Kepala Badan
Lampiran : Kcpegawaian dan PSDM
Ferihal ! Permohonan Permrbayaran .
: T
Tambahan Penghasilan | Kabupaten Keolaka Timur
Pegawai. D1 -
Tirawuta,

Dengan Hormat,

Bersama ini kami  sampaikan =~ Permchonan
Pembayaran  Tambahan  Penghasilan Pegawal  DBulan
............................... Tahun Anggaran 20XX scbesar Rp.
............................. * pada Organisasi Perangkat Daerah [QFPD)
.................................... Kabupaten Kalaka Timur.

Sebagal bahan pertimbangan, dengan ini dilampirkan

1. Burat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
(SPTJIM);
Daftar Permintaan TPF Untuk Masa Waktu 1
(satu) Bulan,
Rekapitulasi pakalan dinas ASN;
Relkapitulasi Kehadiran ASN; '
Fenilaian Prestasi Kerja ASN;
Lembar Kegiatan Harian ASN;

Dem1k1an disampaikan atas kerjasamanya diucapkan
terima kagth,

b

> n s w

KEPALA OFD

.......................................

*hitung jumlah kotor



Lumpiran : Peraturan Bupati Kolaka Timur

Nomor : Tahun 2020

Tentang : Pedoman Tambahan
Penghasilan  Aparatur  Sipil
Negara  Linglnap  Pemerintah
Kabupalen Kolaka Tinur

KOP CPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
MUTLAK [SPTJM}

Yang bertanda tangan dibhawah ini :

NAMA

NIP.

PANGKAT/;/GOL.

JABATAN :

Menyatakan dengan sesungguhnya hahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Pentlaian FPrestasi Kerja,
Dafiar Rekapiiulasi Palslan Dinas, Daftar Rekapitulasi Kehadiran ASH,
Daftar laporan Kerja Harian, Daftar Permintaan TPP Untuk Masa Waktu
1 {satu] Bulan pada OPD ... bulan ... Tahun
Anggaran 20xox sebesar Ep .o *, benar berdasarkan melalui
ujt keabsahan.

2. Keabsahan Daftar Penilaian Prestasi Kerja, Daftar Rekapitulasi Pakaian
Dinas, Daftar Rekapitulasi Kehadiran ASN, Daftar lembar Kerja Harian,
Daftar Permintaan TPP Untuk Masa Walktu 1 [(satu) Bulan menjadi
tanggung jawab kami.

3. Apebhila dikemudian hari terdapat Lkelebihan atas pembayaran
Tambahan Penghasilan Pegawai dimaksud, kami bersedia menyetorkan
kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyvataan ind kami buat dengan sebenar-benamya.

Tirawuta, ....cccceeennnys 203y
Kepala QPD
MATERA| .
BO000  fireeririmiiriiciieriiea,
Pangkat Gol Kuang................
NIP. s

* ditulis jumlah Kotor



Lampiran ; Peraturan Bupati Kolaka Timur
Nomor : Takhun 2020
Tentang : Pedoman Tatnbahan
Perghasilan  Aparatur  3Bipil
Megara Lingkup Pemerintah
Kabupaten Kolaka Timur
Format lembar korelcsi

LEMBAR KOREKS] TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

BULAN :
Nama OFD
Jumlah Penerima TPP
Nama Pemeriksa
TABEL KOREKSEI
KETERANGAN
NO JENIS KELENGEATAN
ADA TIDAK ADA
1 | PERIUIDHDNF;I:T FEMBAYARAN T ) N ;
2 | SPTJM
3 | REKAP PERMINTAANY PEMBAYARAN TPP
4 | REKAP ABSEN
5 | REKAP PAKAIAN DINAS
.6_ LEMEBAR PENILAIAN FEMBERIAN TPP
7 | LEMBAR KEGIATAN HARIAN
& | LAMFPIRAN PENDUKUf\IG DOKIIMEN TEF
Hagil Pemeriksaan
Tirawuta, 20

"Tanda tangan”®

Nama pemeriksa
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